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RaTA: Sebuah Alat Bantu

2.1. Pengertian Dasar RaTA

RaTA merupakan akronim dari Rapid Land Tenure Assessment
(Penilaian Sistem Penguasaan Tanah Secara Cepat). RaTA
adalah seperangkat cara sistematis untuk menilai, menganalisis,
memahami dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau
konflik sistem penguasaan tanah. Masalah dan/atau konflik tersebut
mencakup subjek (siapa), objek (tanah), dan bentuk-bentuk hubungan
kausal di antaranya. RaTA lebih bersifat recognisance study, yaitu sebuah
kegiatan penelitian pendahuluan untuk menegaskan bahwa konflik sistem
penguasaan tanah terjadi di lokasi tertentu dan berlangsung dalam kurun
waktu tertentu.

2.2, Bagaimana RaTA dapat Membantu Memahami Konflik
Sistem Penguasaan Tanah

Sejauh ini, berbagai institusi-institusi penelitian telah mencoba
membuat manual/kajian sistem penguasaan tanah. Salah satu institusi
tersebut adalah FAQ yang telah mempublikasikan manual tersebut, yaitu
" Tree and Land Tenure Rapid Appraisal Tools " dan " Community Forestry:
Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure.” Kedua manual tersebut
ditujukan untuk mensukseskan proyek atau program pemberdayaan
masyarakat dengan memperhatikan aspek sistem penguasaan tanah
sebagai salah satu bagian dari proyek atau program tersebut.

Dalam buku ini, RaTA lebih dipersiapkan sebagai panduan untuk
memahami konflik sistem penguasaan tanah yang sedang atau sudah
terjadi di Indonesia. Konflik tersebut dapat saja terjadi akibat situasi
politik dan struktur kelembagaan, modal tanah dan sosial, kerangka
ekonomi (subsisten atau pasar) dan aspek legalitas dan legitimasi (lihat
Gambar 2). Namun RaTA ditujukan untuk mengupas lebih dalam
bagaimana memahami konflik sistem penguasaan tanah dari aspek
legalitas dan legitimasi, walaupun aspek-aspek lain tersebut dapat saja
membantu pemahaman konflik-konflik yang terjadi. Sebagai upaya
memahami konflik penguasaan tanah, RaTA memuat metode atau
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panduan ringkas bagi para pengguna untuk memahami dan menjelaskan
kasus-kasus konflik sistem penguasaan tanah yang ada di lapang secara
singkat. Proses pemahaman melalui RaTA diharapkan hanya memerlukan
waktu satu minggu. Selanjutnya, RaTA lebih dikonsentrasikan pada konflik
sistem penguasaan tanah yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat,
karena masalah konflik dalam sistem penguasaan tanah yang terjadi
antara pemerintah dan masyarakat, terutama yang terjadi di tanah atau
kawasan hutan negara sangat dominan
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Gambar 2. Aspek-Aspek Penyebab Konflik Sistem Penguasaan Tanah®

2.3. Bagaimana RaTA Menganalisis?
Dalam menganalisis data dan informasi yang sudah dihimpun,
RaTA membagi atas tiga bagian yaitu:

1. Seberapa pasti masyarakat memiliki hak-hak atas tanah-tanah
tersebut?

2. Seberapa pasti pemerintah atau pihak lain memiliki hak-hak atas
tanah-tanah tersebut?

3. Kebijakan-kebijakan apa saja yang mengakui atau memperkuat klaim-
klaim masyarakat atas tanah-tanah tersebut, namun di lain pihak
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mengakui atau memperkuat klaim-klaim pemerintah atau pihak lain
atas tanah-tanah tersebut? Adakah bentuk kebijakan-kebijakan yang
memungkinkan hak-hak masyarakat dan hak-hak pemerintah dapat
saling terintegrasi?

Ketiga bagian tersebut merupakan kerangka analisis bagi RaTA.
Penyajian ini sengaja difokuskan pada sistem penguasaan tanah dan
aturan-aturan pengelolaan sumber daya alam (lihat Gambar 3). Selain
menjelaskan hak-hak penguasaan masyarakat dan pemerintah atau pihak
lain atas tanah, bentuk kerangka ini juga berusaha menganalisis hubungan
di antara kedua hak-hak penguasaan tersebut apakah ia saling bersineriji
atau saling bertolakan (antagonis).

Kebijakan Nasional / Daerah

~ Bentuk Hubungan

Gambar 3. Alur Pikir Analisis RaTA
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BAB III

Cara Praktis Menggunakan RaTA

3.1. Persiapan Studi: Apa itu Subjek, Objek dan Hubungan
antar Subjek terhadap Objek?

Konflik dapat terjadi antara masyarakat, sebagai individu atau
organisasi yang kemudian dimanifestasikan dalam
hubungan-hubungan di antara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa
mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi konflik
sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa
subjek yang terlibat dalam konflik tersebut. Subjek didefinisikan
sebagai pelaku yang terlibat dalam konflik sistem penguasaan
tanah baik yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Hal ini dapat
bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Selain itu pula, perlu dipahami tentang objek. Di sini, objek
didefinisikan sebagai benda, baik berupa tanah maupun
sumberdaya alam lainnya seperti pepohonan yang dimanfaatkan
dan diperebutkan oleh pelaku. Harus dipahami bahwa asumsi atau
dugaan yang digunakan dalam RaTA adalah ‘ketidakpastian hukum, baik
dari sudut pandang de jure maupun de facto, yang berlaku terhadap
suatu tanah dan sumberdaya alam lainnya berkontribusi besar terhadap
konflik sistem penguasaan tersebut’.

RaTA juga menitikberatkan pentingnya hubungan antar para
subjek terhadap suatu objek. Adalah penting untuk dipahami bukan
hanya tentang hubungan subjek terhadap objek, tetapi juga hubungan
antar para subjek terhadap suatu objek yang terlibat dalam konflik sistem
penguasaan tanah. Hubungan antar subjek didefinisikan sebagai
hubungan antara masing-masing subjek terhadap suatu objek
yang terjabarkan melalui pengakuan atau tidak hak-hak atau
status hukum masing-masing subjek atas objek. Diduga bahwa
konflik sistem penguasaan tanah terjadi karena salah satu subjek atau
kedua belah pihak saling tidak mengakui hak-hak mereka atas objek
tersebut. Bahkan, diduga pula salah satu subjek tidak mengakui hubungan
hak suatu subjek atas objek tersebut, namun diakui oleh subjek lainnya.
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Sebagai ilustrasi, masyarakat adat tidak mengakui bahwa
pemerintah memiliki hak pengalihan suatu hutan untuk digunakan oleh
perusahaan HPH atau HTI. Sebaliknya, pemerintah tidak mengakui bahwa
masyarakat adat memiliki hak untuk menolak perusahaan HPH atau HTI
untuk memanfaatkan hutan tersebut. Contoh lainnya adalah Taman
Nasional tidak mengakui suatu masyarakat untuk menggunakan hutan
namun sebaliknya, hak-hak guna tersebut diakui oleh Pemerintah Daerah
(Lihat Gambar 4 sebagai ilustrasi).

Masyarakat adat

Keterangan:
— = Bentuk penguasaan tanah;

= Penolakan atas bentuk penguasaan tanah;
- =9 = Pengakuan atas bentuk penguasaan tanah

Gambar4. Ilustrasi Tentang Konflik Penguasaan Tanah Akibat Hubungan
Antar Subjek

3.2. Indikator, Tahapan, Data dan Informasi yang dibutuhkan
bagi Pemahaman Konflik sistem Penguasaan Tanah

Sebelumnya sudah dibahas kerangka teoritis dan asumsi-asumsi
yang digunakan bagi RaTA dalam memahami konflik sistem penguasaan
tanah. Untuk itu diperlukan suatu indikator-indikator bagi pengumpulan
data dan informasi sebagai berikut:

1. Batasan wilayah dan sistem zonasi;

2. Bentuk-bentuk penguasaan tanah yang meliputi hak-hak pemilikan
dan penguasaan atas tanah;
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3. Kondisi sosial ekonomi dan sumber penghidupan;
4. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam;

5. Kelembagaan dan kebijakan formal dan informal dalam pengelolaan
sumber daya alam;

6. Konflik sistem penguasaan tanah dan ancaman terhadap pengelolaan
sumber daya alam.

Untuk itu, di bawah ini disajikan beberapa metode beserta data
dan informasi apa saja yang dibutuhkan bagi RaTA dan terbagi atas 3
bagian yaitu data primer, data sekunder dan kebijakan (peraturan
perundang-undangan baik daerah maupun pusat). Data-data tersebut
terbagi atas tiga bagian yang telah diuraikan dalam bagian kerangka
analisis.

3.2.1. Seberapa pasti masyarakat memiliki hak-hak atas tanah
tersebut?

A. Data-Data Primer
A.1. Kondisi Sosial-Ekonomi

Tujuan dari pengambilan data ini hanya sekedar memahami
latar belakang dan kondisi masyarakat yang terlibat dalam konflik sistem
penguasaan tanah. Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Luas dan status tanah;

2. Mata pencaharian utama dan sampingan;
3. Jumlah anggota rumah tangga;

4. Sumber pendapatan atau penghasilan.

A.2. Pemetaan Partisipatif

Sasaran dari pemetaan partisipatif ini adalah pemetaan sumber
daya lahan di desa maupun sumber daya alam lain yang dimanfaatkan
masyarakat, termasuk hutan. Namun ada kalanya digunakan dalam
konteks penataan batas suatu kawasan dan sebagai upaya mempertegas
hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya. Upaya terakhir ini
seringkali menimbulkan konflik dengan instansi pemerintah sehingga ada
baiknya metode ini diterapkan bersama-sama dengan instansi
pemerintah. Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Lokasi kegiatan masyarakat, meliputi pertanian sawah dan ladang,
mencari hasil hutan, berburu dan berkebun;
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Kondisi dan lokasi hutan lokal;

Hasil-hasil hutan yang dimanfaatkan seperti gaharu, kayu manis,
rotan dan sebagainya beserta pola-pola, keadaan dan sejarah
pemanfaatan hutan;

Status pemilikan dan penguasaan lahan;

Pola-pola penanaman;

Praktik-praktik pengembalaan dan peladangan berpindah;
Ancaman-ancaman terhadap para pengguna hutan;

Konflik-konflik dan kerjasama antar kelompok pengguna hutan dan
antara pengguna hutan dengan pihak lain;

Kegiatan HPH atau HTI, perkebunan, taman nasional dan sebagainya.

w
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Dalam konteks RaTA, keluaran pemetaan partisipatif cukup
berupa peta sketsa untuk menegaskan secara dini peta wilayah dan
bentuk-bentuk sistem penguasaan tanah yang ada di atasnya. Apabila
peta-peta tersebut sudah tersedia maka tahap ini juga meliput kegiatan
pendokumentasian peta-peta yang sudah ada. Untuk mendapat
gambaran yang lebih detail, teknologi GPS dan GIS sangat membantu
dalam transformasi peta partisipatif ke dalam bahasa kartografi legal,
antara lain pemaduan atau penampalan dengan peta-peta status tanah,
peta konsesi hutan, peta konsesi perkebunan dan sebagainya. Hasil
akhir pemaduan tersebut dapat mengungkapkan tumpang tindih antara
tanah-tanah masyarakat yang telah berubah peruntukannya dan
dimanfaatkan dengan peta-peta kawasan hutan atau perkebunan. Namun
karena RaTA sifatnya adalah recognisance study, maka upaya teknis
tersebut tidak harus menjadi syarat utama.

A.3. Transek Sistem Penguasaan Tanah

Tujuan dari transek adalah untuk mengamati secara langsung
keadaan lingkungan dan sumberdaya tersebut. Metode ini bermanfaat
setelah diperoleh gambaran keadaan dari pemetaan partisipatif sambil
mendiskusikan berbagai keadaan. Setelah mendapat gambaran pola
dan status penguasaan tanah dari pemetaan partisipatif, maka dibutuhkan
data dan informasi sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan;

2. Aturan-aturan yang diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
lahan;
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3. Ancaman-ancaman yang terjadi terhadap pola dan sistem pengelolaan
dan pemanfaatan lahan;

4. Konflik-konflik yang terjadi pada pola dan sistem pengelolaan dan
pemanfaatan tersebut;

5. Persepsi dari berbagai pihak atas sistem pengelolaan tersebut beserta
aturan-aturannya;

6. Penyelesaian konflik yang pernah dilakukan dan persepsi berbagai
pihak atas penyelesaian tersebut.

A.4. Kalender

Kalender adalah alat yang dapat membantu perubahan-
perubahan kegiatan masyarakat sepanjang tahun. Seringkali ditemukan
konflik sistem penguasaan tanah terjadi karena masyarakat
menggunakan suatu lahan pada musim-musim tertentu saja. Data-data
dan informasi-informasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Hasil-hasil dan produk-produk dari lahan hutan yang dimanfaatkan;
2. Jadwal pemanfaatan hasil-hasil dan produk-produk dari lahan hutan;

3. Aturan-aturan atas pemanfaatan hasil-hasil dan produk-produk lahan
hutan;

4. Ancaman dan konflik atas pemanfaatan hasil-hasil dan produk-produk
lahan hutan.

A.5. Sejarah

Sejarah dapat membantu mempelajari peristiwa-peristiwa yang
mengubah kondisi masyarakat dalam bentuk dimensi waktu. Perubahan-
perubahan ini dapat saja menimbulkan konflik penguasaan tanah atau
perubahan tersebut menyebabkan perubahan aturan sistem penguasaan
tanah yang berlaku di masyarakat. Data-data dan informasi-informasi
yang dibutuhkan antara lain:

Perpindahan penduduk;

Pembukaan hutan dan pemanfaatan lahan hutan;
Ancaman terhadap hak-hak masyarakat atas tanah;
Perubahan kebijakan;

Perubahan hak-hak masyarakat atas tanah;

Pertambahan penduduk dan migrasi pendatang serta keberadaan
pihak-pihak lain seperti HPH, Taman Nasional dan sebagainya.

ouh N
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A.6. Sumber Penghidupan Masyarakat

Konflik penguasaan tanah terjadi karena adanya ketergantungan
masyarakat pada sumber daya lahan, salah satunya adalah akses kepada
lahan-lahan kawasan hutan. Namun tidak menutup peluang bahwa
masyarakat sebenarnya lebih bergantung pada sektor non-pertanian
seperti ojek, guru, pegawai dan sebagainya. Selain untuk memahami
jenis-jenis sumber penghidupan masyarakat, penting juga dipahami
presentase ketergantungan masyarakat atas jenis-jenis sumber
penghidupan tersebut.

Data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan antara lain:
1. Jenis-jenis sumber penghidupan pertanian, hutan dan non pertanian;
2. Tingkat ketergantungan atas sumber-sumber penghidupan tersebut.

A.7. Diskusi Kelompok dan Wawancara Semi-Terstruktur

Diskusi kelompok sangat penting untuk memahami bagaimana
masyarakat mengatur penggunaan hak-hak mereka dalam memanfaatkan
tanah-tanah hutan. Diskusi ini sangat berguna karena bertujuan
menstimulasikan anggota masyarakat untuk berdiskusi dan saling
merespon sesamanya, membandingkan pengalaman dan persepsi serta
reaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk studi pembandingan,
ada baiknya diperhatikan struktur sosial masyarakat seperti kaya-miskin,
tua-muda, pria-wanita dan sebagainya. Wawancara semi-terstruktur
lebih diarahkan pada individu-individu kunci dan bukan selalu tokoh
masyarakat. Individu kunci tersebut telah diseleksi pada individu yang
memiliki pemahaman lebih atau luas atas konflik-konflik sistem
penguasaan tanah yang terjadi. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin perlu diajukan antara lain:

1. Sejarah dan asal muasal konflik sistem penguasaan tanah;

2. Sistem dan aturan-aturan pengelolaan tanah hutan;

3. Jenis-jenis pemanfaatan tanah hutan dan sumberdaya alam lainnya;
4

Mekanisme penyelesaian yang pernah dilakukan dalam penanganan
konflik penguasaan tanah;

5. Dan lain-lain.
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( Kotak 3. )
Contoh Pengembangan Secara Sederhana Tahap-tahap Aplikasi
RaTA pada Kasus Konflik Tata Batas:
1. Identifikasi kata kunci adanya masalah dan/atau konflik tata batas di
wilayah studi.

Memetakan siapa saja yang menjadi pihak-pihak berkonflik.

Mengumpulkan data dan informasi tata batas, misalnya: peta-peta
TGHK, BATB dan petanya, perubahan BATB jika ada, peta-peta
pemilikan dan penguasaan tanah yang berbatasan dengan kawasan
hutan.

4. Mengumpulkan kebijakan yang memacu dan/atau meredam konflik,
termasuk distribusi kewenangan pengurusan tatabatas.

5. Jika memungkinkan (tergantung pada situasi konflik), lakukan FGD
dengan pihak-pihak yang berkonflik; Diantaranya untuk membahas
sejarah/peristiwa konflik, pengelolaan, upaya penyelesaian yang
pernah dilakukan, dll; Jika diperlukan, ditindak lanjuti dengan
pemetaan partisipatif, transek bentang lahan dan sistem penguasaan
di atasnya, serta mengembangkan gagasan penyelesaian konflik. FGD
yang melibatkan pihak-pihak berkonflik dapat berupa diskusi biasa,
lokakarya desa, dIl.

FGD di tingkat tim studi untuk melakukan analisis.
Presentasi hasil analisis di hadapan para pihak; Menjaring umpan balik.

8. Memperbaiki hasil analisis dan menyajikannya kembali secara ringkas

dalam bentuk hasil studi.
\§ J

B. Data-Data Sekunder
B.1. Peta Status atau Penguasaan Tanah

Peta ini memuat beberapa kawasan yang sudah didaftarkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terbagi menjadi tanah masyarakat,
baik milik maupun adat, tanah hutan negara dan tanah hutan tanpa hak.
Jenis peta ini dapat juga memperkuat klaim masyarakat atas tanah
mereka karena diakui oleh instansi pemerintah sekaligus ‘memberikan
gambaran konflik sistem penguasaan tanah yang diakibatkan perbedaan
persepsi tentang status hukum atas tanah-tanah yang dipersengketakan
tersebut’. Ada baiknya didapatkan peta-peta tersebut berdasarkan ‘time-
series analysis’ sehingga dapat dipahami perubahan-perubahan yang
terjadi pada status hukum tanah-tanah tersebut. Jenis peta ini dapat
diperoleh di BPN Pusat, Direktorat Penatagunaan Tanah.
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B.2. Sertifikat, Girik dan Surat Penarikan Pajak Tanah (SPPT)

Jenis data-data dan informasi ini sangat berguna untuk
memahami legalitas tanah-tanah garapan masyarakat. Data-data ini
dapat diperoleh di Kantor Desa, Kecamatan dan BPN Kabupaten, atau
langsung dari masyarakat.

B.3. Profil dan Monografi Desa atau Kampung

Jenis data-data dan informasi ini memuat perkembangan dan
kondisi desa atau kampung yang bersangkutan. Data-data dan informasi
hanya bersifat data pendukung namun sangat penting untuk membantu
peneliti memahami gambaran besar tentang kondisi desa. ‘Time-series
analysis’ juga bermanfaat karena diasumsikan bahwa konflik sistem
penguasaan tanah terjadi karena adanya perubahan rona wilayah dan
sosial desa dari waktu ke waktu seperti pertambahan penduduk,
berkurangnya lahan pertanian, migrasi penduduk pendatang, bedol desa
(perpindahan kampung), dan sebagainya. Data-data dan informasi yang
dibutuhkan antara lain:

1. Sejarah berdirinya desa

2. Luas wilayah menurut administrasi pemerintahan; menurut jenis
penggunaan tanah; menurut tata guna lahan desa;

3. Luas tanah, jenis tanaman dan produksi panen.

4, Mobilisasi penduduk, jumlah dan pertumbuhan penduduk (alami dan
non-alami), jumlah rumah tangga dan rata-rata jiwa per rumah
tangga; komposisi etnis;

5. Jumlah penduduk yang bekerja menurut mata pencaharian;

B.4. Peta Tata Guna Lahan

Peta ini memuat gambaran penggunaan tanah di suatu daerah.
Dengan menampalkan peta ini dengan peta kawasan hutan maka kita
dapat secara langsung melihat gambaran perbedaan antara peta kawasan
hutan yang didasarkan atas hukum dengan peta tata guna lahan yang
didasarkan atas kondisi lapang. Jenis peta ini dapat dicari di Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

B.5. Arsip dan Dokumen Sejarah

Arsip dan dokumen dapat membantu perkembangan sistem
penguasaan tanah yang terjadi di masyarakat. Perlu diingat, jenis data
dan informasi ini hanya bersifat memperkuat alur sejarah dari data primer
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di masyarakat bahkan juga memperkuat hak-hak masyarakat atas tanah.
Mengingat menelusuri arsip dan dokumen sejarah dapat memakan waktu
lebih lama, perlu juga diseleksi secara spesifik suatu kejadian atau
peristiwa yang dianggap memberikan kontribusi besar atas konflik sistem
penguasaan tanah. Contoh data-data dan informasi yang dibutuhkan
antara lain:

1. Pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah;

Perpindahan atau migrasi penduduk;

Kasus-kasus sengketa tanah;

Kebijakan dan keputusan pemerintah atas tanah-tanah tersebut;

Rencana Stratejis Pembangunan dan Memori Serah Terima Jabatan
Pejabat Pemerintah.

AR

Jenis data dan informasi ini dapat ditelusuri di Perpustakaan Nasional,
Arsip Nasional dan Arsip Daerah.

B.6. SK Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukkan dan
Penetapan Desa beserta Peta Desa

SK ini sangat berguna untuk memperkuat batas-batas
administrasi wilayah masyarakat desa. Namun SK ini hanya terbatas
pada pengakuan pemukiman masyarakat desa beserta kampung-
kampungnya dan tidak pada tanah-tanah garapan dan kawasan hutan
yang dimanfaatkan.

2. 2, /e i negar: merintah memiliki hak-hak
tanah tersebut?

A. Data Primer:
A.1. Diskusi Kelompok dan Wawancara Semi-Terstruktur

Sama halnya dengan diskusi kelompok dan wawancara semi-
terstruktur di sebelumnya, metode pengambilan data dan informasi
tersebut digunakan juga pada kelompok ini. Beberapa pertanyaan-
pertanyaan yang layak diajukan antara lain:

1. Sejarah dan asal-muasal konflik sistem penguasaan tanah;

2. Aturan-aturan formal dan informal pengelolaan hutan;

3. Mekanisme penyelesaian konflik penguasaan tanah yang telah dan
sedang dilakukan;

4. Dan lain-lain.
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B. Data Sekunder
B.1. Berita Acara Tata Batas (BATB)

Jenis data dan informasi ini sangat penting karena dapat
menunjukkan seberapa jauh pemerintah atau negara telah memiliki hak-
hak secara legal dan legitimasi atas tanah-tanah tersebut. Diasumsikan
bahwa konflik sistem penguasaan tanah terjadi karena pemerintah
mengklaim tanah-tanah tersebut sebagai tanah negara tanpa melakukan
identifikasi lapang bahwa klaim tersebut dapat saja tumpang tindih
dengan tanah-tanah masyarakat. Perlu dipahami bahwa tanpa legalitas
dari proses BATB, maka tanah-tanah hutan tersebut hanya ditunjuk
sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan negara. Data-data
dan informasi yang umumnya disajikan dalam BATB antara lain:

1. SKPenunjukkan Kawasan Hutan;

SK Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan;

Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Hutan;

Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan;
Daftar Trayek Batas Hutan;

Peta-Peta Hasil Penataan Batas;

SK Penetapan Kawasan Hutan.

NouwuhdwbN

B.2. SK Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan
dan Perairan Propinsi

Penunjukan kawasan hutan ini disusun berdasarkan hasil
pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Namun seringkali untuk
beberapa propinsi hasil sinkronisasi antara TGHK dan RTRWP belum
selesai, Departemen Kehutanan menetapkan batas kawasan hutan
berdasarkan peta TGHK. Diasumsikan bahwa berlarut-larutnya proses
sinkronisasi karena adanya hak-hak tanah masyarakat yang ditetapkan
sebagai kawasan hutan atau sebaliknya. Data-data dan informasi yang
dibutuhkan antara lain:

1. SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi;
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP);
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota (RTRWK);
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4.

Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan SK Menteri
Pertanian No. 680/1981.

B.3. Perijinan lain-lain

Perijinan yang dimaksud termasuk peta wilayah kerja yang

mencakup antara lain:

1.

® N VoA

10.

11,
12
13.

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHH-
HA);

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
(IUPHH-HT);

Hasil verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman dan Ijin Pemungutan Hasil
Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi;

Ljin Usaha Pemanfaatan Kawasan;

Izin Pemungutan Hasil Hutan;

Ljin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;

Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Ljin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHH-HA) dan Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHH-HT);

Ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm) di hutan produksi dan lindung;

Ijin pelepasan kawasan hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan
Kelapa Sawit (dari Departemen Kehutanan);

Ijin Usaha Perkebunan (IUB) (dari Departemen Pertanian);
Tjin Hak Guna Usaha (HGU) (dari BPN);
Dan lain-lain.

Cara Praktis menggunakan RaTA



3.2.3. Kebijakan apa saja yang memicu, memacu dan/atau
meredam konflik Sistem Penguasaan Tanah

Kebijakan-kebijakan apa saja yang mengakui atau memperkuat
klaim-klaim masyarakat atas tanah-tanah tersebut? Adakah bentuk
kebijakan-kebijakan yang memungkinkan hak-hak masyarakat dan hak-
hak pemerintah dapat saling terintegrasi?

Seperti yang diuraikan dalam kerangka analisis, ada beberapa
kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah yang saling tumpang tindih
dan berlawanan sehingga memperumit masalah penguasaan tanah.
Bahkan kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan ketidakpastian atas
penyelesaian konflik sistem penguasaan tanah yang ada. Perlu dipahami
bahwa kebijakan-kebijakan ini hanya sebagai gambaran umum saja
dengan asumsi bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi situasi
konflik penguasaan tanah yang terjadi di lapang. Beberapa kebijakan-
kebijakan yang layak untuk dipahami antara lain:

1. Kebijakan penatagunaan tanah;

Kebijakan pengaturan hak-hak atas tanah;

Kebijakan hak-hak ulayat masyarakat adat;

Kebijakan desentralisasi, otonomi daerah dan pemerintahan daerah;
Kebijakan pengukuhan kawasan hutan;

Kebijakan pengelolaan hutan produksi, lindung dan konservasi;
Kebijakan pinjam pakai kawasan hutan;

Kebijakan pelepasan kawasan hutan;

Kebijakan pemberdayaan masyarakat;

10 Kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan;

11. dan lain-lain.

© O NV A WN
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BAB IV

Beberapa Contoh Studi Kasus Penggunaan RaTA

4.1. Kasus Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

A. Latar Belakang Timbulnya Konfiik Sistem Penguasaan Tanah di Taman
Nasfonal Gunung Halimun-Salak

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-11/2003, Taman
Nasional Gunung Halimun diperluas, yang semula hanya 40.000 hektar,
menjadi 113.357 hektar dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-
Salak. Taman nasional ini terletak di tiga kabupaten yaitu Kabupaten
Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak serta dua provinsi
yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Keputusan ini diambil
dengan pertimbangan bahwa kawasan hutan yang berada di Gunung
Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran
rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang
tinggi, serta sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat
sekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Selain itu pula,
perluasan kawasan taman nasional tersebut bertujuan untuk
merehabilitasi kawasan hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun
dan kawasan hutan Gunung Salak yang telah habis ditebang oleh Perum
Perhutani setempat, sehingga dapat melindungi sumber mata air
masyarakat.

Akan tetapi, SK ini telah menuai protes dan penolakan dari
masyarakat setempat terhadap perluasan taman nasional ini. Masyarakat
sekitar resah dan khawatir karena beberapa bagian kawasan hutan yang
ditunjuk, telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian.
Lebih kurang ada sekitar 367 kampung berada di dalam taman nasional
tersebut. Kondisi ini terjadi karena pihak pemerintah tidak memahami
adanya persoalan tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah-tanah
penguasaan masyarakat. Sebagai wujud kebersamaan, masyarakat ini
membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat-Banten
(FKMHJBB) dan menuntut kejelasan status lahan garapan dan
perkampungan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian
yang dapat memahami persoalan konflik sistem penguasaan tanah di
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak tersebut.
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GUNUNG HALIMUN SALAK

Gambar 5. Peta Penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak
berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 175/11/2003. Lebih kurang
367 kampung berada di dalam kawasan hutan taman nasional ini.

B. Penggunaan RATA dalam Studi dan Penyelesaian Konfiik Sistem
Penguasaan Tanah di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

Penggunaan RATA dilakukan sebanyak dua tahap: (1) Pertama
adalah menganalisis kebijakan-kebijakan konservasi dan mencari
peluang-peluang penyelesaian konflik sistem penguasaan tanah. Tahap
ini dilakukan selama tiga (3) hari; (2) Kedua adalah penelusuran sejarah
penataan batas, pemukiman dan garapan masyarakat. Tahap ini
dilakukan selama empat (4) hari.

Mengingat persoalan konflik di taman nasional ini berhubungan
dengan tumpang-tindih tanah antara lahan garapan dan pemukiman
dengan kawasan hutan, maka data-data yang dibutuhkan dan
dipergunakan antara lain:

1. Studi-studi sosial ekonomi serta penggunaan tanah dan hutan yang
pernah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat setempat.

2. Peta-peta wilayah yang sudah tersedia.

3. Sejarah penataan batas hutan pemukiman serta garapan masyarakat
serta dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB).
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4. Kebijakan-kebijakan konservasi yang berkenaan dalam pengelolaan
taman nasional.

5. Wawancara dan diskusi terbatas tentang konflik sistem penguasaan
tanah di wilayah tersebut.

C. Hasil Analisis Kebijakan. Antara Kebijakan Konservasi dan Realitas di
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak'*

Berdasarkan data-data sekunder 2, kawasan taman nasional ini
telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat baik dalam bentuk
pemanfaatan tanaman dan satwa maupun dalam bentuk pemanfaatan
tanah. Bentuk-bentuk pemanfaatan tanaman dan satwa oleh masyarakat
setempat di taman nasional ini antara lain kayu bakar, tanaman obat,
jenis-jenis tanaman untuk kegiatan kerajinan tangan seperti rotan dan
bambu, kayu bangunan seperti puspa (Schima walichii) dan rasamala
(Altingia excelsa), pakan ternak seperti Macaranga rhizoides, Coelochne
Infirma, Mussaenda frondosa, dan Ficus sp, tanaman makanan seperti
aren, tanaman untuk kegiatan budaya, tanaman hias seperti anggrek
serta penjualan burung-burung. Selain mampu meningkatkan
pendapatan bagi rumah tangga miskin, bentuk pemanfaatan ini juga
secara nyata dapat menekan pengeluaran rumah tangga dengan
mengambil sumberdaya hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan
seperti kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah, kayu bangunan dan
tanaman obat sebagai pengganti obat-obat farmasi.

Pemanfaatan tanah juga berlaku di dalam kawasan taman
nasional ini. Sebelum perluasan taman nasional, sekitar 524,57 ha
kawasan hutan taman nasional telah dimanfaatkan oleh masyarakat
setempat sebagai lahan garapan mereka. Tidak menutup kemungkinan
angka tersebut bertambah paska perluasan taman nasional. Selain
alasan minimnya penguasaan lahan milik/garapan, faktor budaya
peladangan berpindah mendorong masyarakat setempat untuk
memanfaatkan kawasan hutan taman nasional sebagai lahan garapan
dan pemukiman. Budaya peladangan berpindah oleh masyarakat adat
kasepuhan menyebabkan 1137,22 ha kawasan hutan taman nasional
menjadi lahan kosong/bekas garapan.

Dari penelusuran kebijakan konservasi di Indonesia'?, taman
nasional yang dikelola dengan sistem zonasi yaitu zona inti, zona
pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan, tidak memberikan
banyak peluang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kawasan
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hutan taman nasional, baik tanamannya, satwanya maupun tanah-
tanahnya. Peluang terbesar bagi masyarakat setempat untuk
memanfaatkan kawasan tersebut hanya terbatas pada wisata alam dan
pariwisata. Kebijakan ini sangat disayangkan mengingat masyarakat
memanfaatkan kawasan tersebut bukan hanya pariwisata dan rekreasi
alam semata, namun juga tanamannya, satwanya dan tanah-tanahnya,
baik demi kepentingan ekonomi, subsisten maupun budaya mereka. Oleh
karena itu, kebijakan ini telah menciptakan keresahan dan kekhawatiran
di kalangan masyarakat setempat sehingga mendorong mereka untuk
menolak perluasan taman nasional tersebut.

D. Sejarah Kebijakan Tata Guna Lahan dan Hutan di Taman Nasional
Gunung Halimun-Salak *

Dalam memahami konflik-konflik sistem penguasaan tanah di
taman nasional tersebut, analisis secara sepintas tentang sejarah
kebijakan tata guna lahan dan hutan sangat dibutuhkan. Masyarakat,
yang tinggal dan menggarap di dalam taman nasional, mengklaim tanah-
tanah tersebut telah dikuasai sejak penjajahan Belanda. Di lain pihak,
pemerintah mengklaim bahwa penataan batas-batas hutan negara, yang
dijadikan pedoman bagi penunjukan taman nasional ini, telah diselesaikan
juga sejak masa penjajahan Belanda.

Dari hasil wawancara dan penelusuran dokumen Berita Acara
Tata Batas (BATB) di Badan Planologi Departemen Kehutanan, penataan
batas dan penetapan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun-
Salak diakui telah dilakukan sejak masa penjajahan Belanda hingga masa
kemerdekaan (lihat Tabel 1).

Namun perlu ditinjau kembali bahwa pada kenyataannya, hasil-
hasil penataan batas yang dilakukan di masa penjajahan Belanda tersebut
telah mengalami perubahan-perubahan status dan kondisi
penguasaannya. Menurut catatan sejarah, beberapa kasus-kasus
pembukaan hutan di Blok Cicariang, Cikabuyutan, Manapa dan Lebaklalay
(sekarang menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun-Salak)
berlaku di masa pendudukan Jepang. Hasil wawancara dan diskusi
dengan masyarakat di dua desa yaitu Desa Malasari (Kabupaten Bogor)
dan Desa Mekarsari (Kabupaten Lebak) menunjukkan bukti dan fakta
yang sama pula. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pada masa
tersebut, ketidakpastian wewenang atas penguasaan hutan dan atas
dukungan penguasa Jepang menyebabkan masyarakat setempat berani
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menggunakan hutan sebagai sebagai lahan pertanian agar dapat
memenuhi kewajiban serah-padi yang diberlakukan oleh pihak penguasa
Jepang.

Tabel 1. Runutan Sejarah Penataan Batas dan Penetapan Kawasan
Hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

No Penunjukkan, Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Hutan

1 G.B. No. 26 tanggal 7 Juli 1927 dan G.B. No. 4 tanggal 26 April 1927, SK Direktur LNH
No. 3813/B dan SK Menteri Pertanian No. 92/Kpts/Um/8/1954 tanggal 31 Agustus
1954 tentang penetapan kompleks hutan Gn. Halimun, Kenden Kulon, Sanggabuana,
Nanggung, Jasinga dan Ciampea sebagai kawasan hutan

2 SK Menteri Pertanian No. 41/Kpts/Um/3/1979 tentang penunjukkan kelompok-kelompok
hutan tersebut di atas sebagai Cagar Alam Halimun seluas 40.000 ha

3 Pengukuran batas Cagar Alam Halimun tahun anggaran 1982-1983 sepanjang 319,63
km.

4 Pengukuran batas enclave (Nirmala Agung) tahun anggaran 1984-1985 sepanjang
40,417 km

5 Pelaksanaan pengukuran lanjutan di Cagar Alam Halimun sepanjang 73,68 km. Panjang
total pengukuran batas Cagar Alam Halimun adalah 433,727 km

6 SK Menteri Kehutanan No. 282/11/1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang perubahan
fungsi dan penunjukkan Cagar Alam Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun

7 SK Menteri Kehutanan No. 175/11/2003 tentang perubahan fungsi dan penunjukkan
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 113.357 ha

3 Panjang batas perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak berdasarkan peta
penunjukkan Menteri Kehutanan No. 175/11/2003 sepanjang 539 km dan yang sudah
ditatabatas 60 km dan yang belum ditatabatas 479 km
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Kredit photo: Gamma Galudra, 2006

Gambar 6. Rona fisik wilayah pemukiman dan lahan garapan Kampung
Hanjawar, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kampung ini sudah
dibentuk sejak tahun 1920, jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda
menunjuk kawasan tersebut sebagai kawasan hutan negara pada tahun 1927.

Perubahan status dan kondisi penguasaan dari hutan menjadi
lahan garapan dan perkampungan sengaja dibiarkan oleh petugas
kehutanan hingga kini. Sejak tahun 1957, petugas kehutanan daerah
Swatantra I mengijinkan masyarakat setempat yang telah menggarap
kawasan hutan tersebut dengan mewajibkan mereka memberikan
sebagian hasil panennya (kabubusuk). Kondisi ini berlanjut hingga
kawasan-kawasan hutan tersebut dikuasai oleh Perum Perhutani. Sejak
tahun 1978, masyarakat diijinkan untuk menggarap dan bermukin di
kawasan hutan dengan membayar pungutan sebesar 10%-25% dari hasil
panennya dan menanam pohon rasamala dan pinus di atas lahan garapan
dan perkampungan tersebut. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa
pemerintah tidak berupaya untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih
tanah-tanah tersebut di kawasan hutan.
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D. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyelesaian Konflik Sistem
Penguasaan Tanah di Taman Nasfonal Gunung Halimun-Salak

Dari hasil penelitian tersebut, maka persoalan konflik yang terjadi
di kawasan hutan taman nasional ini berkisar pada persoalan tata batas
dan hak guna/pemanfaatan atas kawasan hutan tersebut. Oleh karena
itu, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang dapat memberikan
kepastian sistem penguasaan tanah yang telah dilakukan oleh masyarakat
setempat. Rencana tindak lanjut tersebut adalah:

1. Penataan batas/ rekonstruksi tata batas kawasan taman nasional
dengan mengakui status penguasaan dan pengusahaan tanah-tanah
garapan dan perkampungan masyarakat setempat.

2. Penataan zonasi-zonasi di kawasan taman nasional sesuai dengan
pola pemanfaatan masyarakat setempat.

Rencana tindak lanjut tersebut didukung oleh Peraturan Menteri
Kehutanan No. 19/ 2005 dimana peraturan ini memberikan peluang bagi
masyarakat setempat dan pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah,
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi untuk berkolaborasi
dalam pengelolaan taman nasional baik dalam bentuk penataan batas
kawasan maupun penataan zonasi.

Bentuk pemanfaatan masyarakat baik berupa pemungutan hasil
hutan, wilayah perkampungan dan lahan garapan dapat dijadikan sebagai
bagian dari pengelolaan taman nasional. Peraturan Menteri Kehutanan
No. 56/ 2006 mengakui bentuk-bentuk pemanfaatan masyarakat seperti
di atas di dalam taman nasional dalam bentuk zona khusus dan zona
pemanfaatan tradisional, selama bentuk-bentuk pemanfaatan tersebut
telah ada sebelum taman nasional tersebut ditunjuk/ ditetapkan.
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4.2. Kasus Enclave Pekon Sukapura dari Kawasan Reg 45B Hutan
Lindung Bukit Rigis, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Lampung Barat

A. Latar Belakang

Pekon Sukapura merupakan salah satu dari 14 Pekon yang ada
di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Sebanyak 679
KK atau sekitar 1.629 jiwa bermukim di pekon yang memiliki luasan
sebesar 1350 Ha ini. Sejarah penempatan penduduk diawali oleh
program transmigrasi BRN tahun 1951 — 1952 yang saat itu berhasil
mentransmigrasikan 250 KK atau sekitar 680 jiwa dari Jawa Barat dan
langsung ditempatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, saat
itu. Tidak diketahui masyarakat dan juga tidak ada informasi jelas yang
menyatakan bahwa daerah tersebut adalah kawasan Hutan Lindung,
karena pada saat itu, menurut masyarakat, pemukiman dan areal
berkebun masih berada pada status tanah perladangan marga, dan di
luar kawasan hutan yang ditandai dengan batas BW. Pekon ini kemudian
berstatus Definitif pada tanggal 20 Januari 1954 hingga saat ini.

Persoalan kemudian mencuat ke permukaan ketika pada tahun
1980 Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pemetaan dan menunjuk areal
ini sebagai kawasan hutan lindung yang kemudian dilanjutkan dengan
penataan batas. TGHK Lampung dengan SK Menhut no.67/Kpts-11/1991,
semakin mengukuhkan sebagian besar wilayah Pekon Sukapura
(diperkirakan 850 Ha dari total luas desa 1350Ha) masuk menjadi
kawasan Hutan Lindung Reg 45B Bukit Rigis sedangkan di dalamnya sudah
berupa areal pemukiman permanen, termasuk juga infrastruktur milik
pemerintah (misalnya sarana pendidikan), dan infrastruktur sosial lainnya
(sarana ibadah, jalan, dll).

Kini masyarakat menginginkan pemukiman dikeluarkan dari
kawasan hutan. Berbagai upaya perjuangan kemudian dilakukan baik
oleh aparat pekon, aparat kecamatan maupun oleh masyarakatnya untuk
memperjuangkan kejelasan status lahan mereka. Pada tahun 2003,
masyarakat melakukan pemetaan partisipatif dengan didampingi oleh
WATALA, sebuah LSM lokal. Pemetaan ini berhasil memetakan seluas
302,5 hektar; sejumlah luasan yang dimintakan oleh masyarakat
Sukapura untuk dilepas dari kawasan hutan meliputi pemukiman, lahan
perladangan dan perkebunan, dan lahan-lahan lain termasuk juga
beberapa luasan yang sudah dikuasai oleh oknum-oknum pejabat (perlu
penelitian lebih lanjut).
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Gambar 7. Peta wilayah Pekon Sukapura Seluas 302,5 hektar Yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis. Masyarakat mengusulkan
wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan lindung (Sumber: GIS Watala,
2003).

Pada tahun 2003 juga, Pemda Lampung Barat memberikan
dukungan berupa dikeluarkannya SK Bupati Lampung Barat bernomor B/
231/KPTS/01/2003 bulan November 2003 tentang 7/m Terpadu
Pengkajian Permohonan Tanah di Hutan Lindung (Reg 45B) Sekitar Pekon
Sukapura, yang bertugas mengkaji, menilai kelayakan, memetakan dan
menindak-lanjuti permohonan masyarakat Pekon Sukapura. Anggota
tim terdiri dari instansi terkait di Kabupaten dan Propinsi, Masyarakat,
Perguruan Tinggi dan Ornop.

Beberapa upaya dan rangkaian dialog dengan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat, instansi terkait di Propinsi Lampung dan
konsultasi dengan Badan Planologi juga telah dilakukan antara lain seperti:

1. Rakor rencana Pemetaan ulang/Rekonstruksi batas Pekon Sukapura
dan hutan kawasan Reg 45B Bukit Rigis bertempat di Operational
Room Wakil Bupati Lampung Barat tanggal 14 Oktober 2003.
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2. Surat Camat Sumberjaya, No 593.82/025/CS/XI/2003 tanggal 16
September 2002 perihal permohonan Enclave Hutan Lindung Wilayah
Sukapura yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Lampung Barat

3. Surat Peratin Sukapura, No 140/89/SKP/VII/2003 tanggal 20 Juli 2003
perihal menindaklanjuti Surat Permohonan Enclave Tanah yang
ditujukan kepada Pemerintah Daerah Lampung Barat.

4, Lokakarya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kognitif di
Kawasan Hutan Lindung (£Environmental Conflict Resolution in
Protection Forest — ECPF) Register 45B Bukit Rigis yang difasilitasi
oleh ICRAF dimana kasus Pekon Sukapura menjadi salah satu pokok
bahasan.®®

5. Pada tanggal 30 Desember 2005, sejumlah anggota tim pelepasan
Sukapura dipimpin Assisten 1 Bupati Lampung Barat bersilaturahmi
ke Baplan, Departemen Kehutanan untuk menyampaikan langsung
permasalahan yang ada. Salah satu rekomendasi Departemen
Kehutananan adalah agar tim melengkapi proposal enclave pekon
Sukapura dengan beberapa data pendukung melalui penelitian
terpadu.

B. Aplikasi RaTA dalam studi kelayakan enclave Pekon Sukapura

Studi kelayakan enclave Sukapura menggunakan metode RaTA
untuk memahami secara singkat kasus di lapang melalui pengumpulan
data dan informasi. Data-data yang dikumpulkan meliputi data primer
dan data skunder. Data primer didapat dengan cara (1) survei dengan
menggunakan kuesioner dan pengamatan melalui (2) transek untuk
mengamati secara langsung keadaan lingkungan dan sumberdaya yang
ada. Yang disurvey adalah semua kepala keluarga yang wilayah
pemukimannya dinyatakan masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Dari
sejumlah KK yang berada di kawasan, kuesioner yang terkumpul kembali
sebanyak 280 KK.

Data skunder yang dikumpulkan meliputi: sejarah pekon,
monografi pekon, profil kecamatan, peta hasil tata batas, peta partisipatif,
dokumen tata batas, BATB, surat-surat permohonan enclave yang pernah
diajukan oleh masyarakat, SK Bupati, contoh dokumen bukti pembayaran
pajak/PBB, peraturan-peraturan (SK Menhut Nomor 70/2001, SK
Menhutbun RI Nomor 32/2001, SK Menhut RI 48/2004), surat izin
Pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan).
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Ruang lingkup analisis studi (berdasarkan pedoman penyelesaian
enclave dalam kawasan hutan) meliputi:

¢ Review Kebijakan
« Sosial, Ekonomi, dan Budaya
 Fisik dan lingkungan

Berdasarkan/mengacu pada Pedoman penyelesaian Enclave
dalam kawasan Hutan dengan total kriteria yang dianalisis sebanyak 10
kriteria.

Studi yang dilakukan ini juga merupakan studi kolaboratif yang
melibatkan beberapa institusi terkait lainnya pada pembahasan seperti
aparat pekon setempat, Bapeda Lampung Barat dan Dinas Kehutanan
dan PSDA Lampung Barat

C. Hasil
Berikut beberapa hasil yang dapat disajikan disini adalah:

C.1. Kajian Berdasarkan SK Menhut No. 32/Kpts-11/2001, tentang
Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

SK Menhut No. 32/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan
Satu Kawasan Hutan menjelaskan tentang proses bagaimana satu
kawasan dapat dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Di Sukapura, untuk
Proses pengukuhan menjadi kawasan hutan negara telah melalui
serangkaian prosedur yang mengacu kepada SK tersebut. Rangkaian
proses tersebut adalah: sosialisasi, melakukan penataan batas,
pemetaan, penandatanganan BATB oleh PTB pada 24 Maret 1994 dan
terakhir adalah Surat Menteri yang menetapkan kawasan tersebut sebagai
kawasan hutan negara. Dari serangkaian proses tersebut yang telah
dilakukan adalah sampai dengan penandatanganan BATB oleh PTB. Belum
ada surat penetapan dari Menhut disertai peta dengan skala 1 : 100.000.
Namun menurut Pak Warsito Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung
Barat, informasi terakhir menyatakan bahwa sudah ada surat penetapan
dari Menteri atas kasus ini tetapi surat menteri tersebut belum diterima.
Dinas Kehutanan Propinsi, melalui salah satu staffnya, Pak Hariyanto,
menyatakan belum mengetahui tentang surat tersebut. Perlu penelusuran
lebih lanjut.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa status kawasan
di daerah Sukapura belum dapat di katakan sebagai kawasan hutan
negara melainkan hanya kawasan hutansaja. Implikasinya adalah jika
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kawasan tersebut adalah kawasan hutan maka masih dapat dilakukan
pengelolaan atas kawasan tersebut dan bukan merupakan kawasan hutan
negara yang wewenang pengurusannya oleh negara.

C.2. Berdasarkan TGHK 1991

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Lampung dapat dijadikan
salah satu pedoman kriteria untuk menilai kelayakan enclave Sukapura.
Dari sejumlah kuesioner survai yang disebar, sejumlah 280 kuesioner
terkumpul kembali. Artinya ada sebanyak 280 KK yang menjadi
responden dalam survai ini. Jika dilihat dari lamanya atau tahun
keberadaan masyarakat mulai bermukim di Pekon Sukapura ini, sebanyak
219 KK ternyata telah bermukim di Pekon ini jauh sebelum TGHK 1991
bahkan ada yang mulai sejak penempatan awal BRN. Kemudian sisanya
hanya sebanyak 61 KK yang bermukim setelah TGHK 1991. Jika ingin
menilai atau memutuskan berdasarkan prioritas lamanya bermukim maka
dapat dikatakan bahwa penduduk yang bermukim sebelum TGHK
merupakan prioritas utama atau lebih berpeluang untuk dipenuhi
keinginannya.

Kredit photo: Gamal Pasya, 2005

Gambar 8. Rona fisik wilayah pemukiman Pekon (desa) Sukapura yang berada di
dalam kawasan hutan lindung Register 45B Bukit Rigis, Kecamatan Sumberjaya,
Kabupaten Lampung Barat. Mereka yang bermukim adalah para transmigran BRN
tahun 1951-1952.
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C.3. Fisik Penggunaan lahan

Pola Penggunaan lahan budidaya secara umum di Pekon
Sukapura diperuntukkan untuk sawah dan kebun campuran. Sistem
kebun campuran terbanyak yang dipraktekkan adalah simple agroforestry
(sebesar 52,33%) yang artinya adalah mereka menanam kopi sebagai
tanaman utama dan diselingi tanaman yang berfungsi sebagai pohon
pembayang yang menaungi tanaman kopi dari sinar matahari. Pohon
pembayang yang biasanya dipilih adalah dadap dan Gmelina.

Masyarakat yang mengaku menempati kawasan sejak tahun 1951
sampai dengan 2005 ini menerapkan sistem kebun campuran komplek
(36,07%) pada lahan yang digarap antara lain dengan menanam lada,
cengkeh, coklat, petai, durian, afrika, jengkol, kayu manis,
cempaka,mangga, sungkai, pisang, pepaya, kemiri, jeruk, duku, beringin,
kelapa, bambu, jambu, berbagai tanaman sayuran lain.

Pola penggunaan lahan sekarang juga dipengaruhi oleh aktivitas
HKm dan GNRHL. Kebijakan HKm, dalam salah satu aturan yang harus
dilaksanakan adalah masyarakat anggota pengelola HKm harus
menerapkan pola tanam sistem kebun campuran pada lahan masing-
masing. Hal ini juga diatur dalam Indikator dan Kriteria pelaksanaan
HKm yang mengharuskan pada satu hektar areal lahan garapan minimal
terdapat 400 batang tanaman berjenis campuran. Komposisi jenis
tanaman mengacu pada MPTS (Multi Purpose Trees Species). Kebijakan
inilah yang pada akhirnya menjadikan sebagian besar lahan-lahan
garapan masyarakat di kawasan mulai berubah menjadi kompleks
agroforestri. Kebijakan GNRHL dari pemerintah pusat yang dimulai pada
tahun 2004 yang lalu juga turut menstimulan perubahan penggunaan
lahan. Kebijakan yang mengacu pada reboisasi ini mengharuskan
menanam bibit sebanyak 1100 pohon per hektar dan merupakan salah
satu faktor pendorong terbangunnya sistem kompleks agroforestri di
lahan tersebut.

Pola penggunaan lahan seperti di atas mengindikasikan
masyarakat Sukapura dapat menjaga dan melindungi kawasan hutan di
sekitar mereka dengan mengelola melalui sistem agroforestri
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C.4. Hasil Perhitungan Berdasarkan Pedoman Penyelesaian Enclave
dalam kawasan Hutan

Berdasarkan Pedoman Penyelesaian £nclave dalam kawasan
hutan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Dirjen Inventarisasi
dan Tata Guna Hutan pada tahun 1994 bahwa untuk melakukan enclave
dalam kawasan hutan harus mengacu pada beberapa kriteria yang telah
ditetapkan. Keputusan untuk dapat atau tidaknya dienclave mengacu
pada nilai tertimbang yang telah ditetapkan. Jika total skor kriteria
memiliki nilai >265 maka areal tersebut harus dilakukan resettlement,
tetapi jika skor <265 maka lokasi tersebut dapat di-enclave melalui
prosedur yang telah ditetapkan.

Dari penilaian kelayakan di lapang yang dihitung berdasarkan
10 kriteria, pekon Sukapura memiliki skoring nilai tertimbang sebesar
210. Dari nilai skoring ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa pekon
Sukapura memiliki kelayakan untuk di-enclave

D. Skenario Tawaran Ke depan

Berdasarkan kondisi fisik di lapang, ada beberapa skenario tawaran untuk
proses enclave Pekon Sukapura yaitu:

1. Skenario I: Semua areal seluas 302,5 hektar yang telah
dipetakan secara partisipatif di-enclave-kan dengan status
property right sebagai output.

2. Skenario II: Semua menjadi areal enclave pekon Sukapura yang
terdiri dari: (1) Pemukiman saja (termasuk pekarangan) sebagai
property right, (2) sisanya sebagai access right (dikelola dengan
model CBFM, misalnya: HKm dan lain-lain).

3. Skenario III: Hanya Pemukiman saja yang dienclavekan dengan
status property right. Sisanya berstatus access right (CBFM).
Namun statusnya adalah ron encl/ave dan tidak menjadi wilayah
pekon).
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4.3. Kasus Sertifikasi Tanah Eks Kawasan HPK (Hutan Produksi

Dapat Dikonversi), Kecamatan Bengkunat Kabupaten
Lampung Barat

A. Latar Belakang Timbulnya Konfiik Sistem penguasaan tanah Di
Bengkunat

Di Propinsi Lampung terdapat kawasan Hutan Produksi yang
Dapat Dikonversi (HPK) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 416/Kpts-11/1999 seluas 153.459 hektar
atau 17,42 persen dari seluruh luas kawasan hutan di Propinsi Lampung.
Pada kenyataannya di kawasan HPK seluas 145.125 hektar tersebut atau
95 persen dari luas HPK tersebut sudah dikelola masyarakat menjadi
pemukiman atau perumahan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sebagai
sumber penghidupan masyarakat secara turun temurun. 6

Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat, Pemerintah
Daerah mengusulkan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan
dan Perkebunan yang kemudian disetujui dengan keputusannya Nomor
256/Kpts-11/2000. Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui
pelepasan kawasan HPK seluas 145.125 hektar untuk diberikan hak
penguasaan tanah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang alih fungsi lahan dari
Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi
kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah, berikut
kewajiban bagi penerima hak atas tanah untuk turut serta memulihkan
lingkungan yang telah rusak melalui pemberian biaya alih fungsi lahan
kepada Pemerintah Daerah. Aturan ini termasuk juga untuk lahan seluas
7.468,40 hektar yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat yaitu di
Kecamatan Bengkunat tersebar di lima Pekon (Pagar Bukit, Tanjung
Kemala, Sukamarga, Kota Jawa dan Penyandingan).

Peluang pemberian hak atas tanah di Kecamatan Bengkunat
melalui pemberian sertifikat hak atas tanah di eks kawasan HPK ini
berjalan lambat karena sampai tahun 2002, tanggapan masyarakat
terhadap sertifikasi tanah sangat rendah. Ini dicerminkan dari hanya
31.99 hektar tanah dari 6.700 hektar tanah yang telah tersertifikasi melalui
sistem ajudikasi. Jenis lahan yang disertifikasi tersebut terbanyak adalah
lahan pekarangan dan luas tanahnya tidak lebih dari satu hektar. Banyak
masyarakat yang menolak mengajukan permohonan hak atas tanah dan
membayar biaya alih fungsi dengan alasan bahwa lahan yang digarap
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adalah milik sendiri yang diperoleh dari warisan turun menurun marga
atau membeli tanah marga dan bukan berasal dari tanah negara atau
kawasan hutan sehingga sertifikasi sistem ajudikasi ini sempat terhenti
sebelum dimulai kembali pada tahun 2006.

i

- .

PETA LOKASI HPK

D BENGKLUINAT, LAMPUNG BARAT

Gambar 9. Peta lokasi HPK di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Lampung
Barat. (Sumber Peta WWF Lampung Program, 2005)

Hak atas tanah eks kawasan HPK di Kecamatan Bengkunat ini
akan hilang apabila penerima hak atas tanah tidak mengajukan
permohonan hak atas tanahnya dan membayar biaya alih fungsi lahan
sesuai batasan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
Batas waktu pengajuan permohonan hak atas tanah bagi penerima hak
akan berakhir tanggal 22 Oktober 2006 (berdasarkan Perda tersebut
pada Pasal 17 ayat 1). Yang juga menyatakan apabila lahan tersebut
tidak disertifikasi maka pemerintah berhak mengalihkan lahan tersebut
sesuai dengan kepentingannya sehingga potensi terjadinya konflik
semakin besar jika masyarakat yang secara de facto masih mengelola
lahan ini tetap mengklaim areal tersebut sebagai hak miliknya.
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Kredit photo: Widodo Prayitno, 2006

Gambar 10. Desa (pekon) tua Sukamarga menurut sejarahnya sudah berdiri
sejak abad 18 dan menjadi pusat “pemerintahan” masyarakat adat Marga
Bengkunat. Sebelum tahun 2000, sebagian wilayah desa tersebut masuk
sebagai kawasan HPK. Setelah tahun tersebut, sebagian wilayahnya menjadi
Kawasan Hutan Lindung.
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